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TENTANG

PEDOMAIT PEIEILIIIAIY KEPALA DESA
DI WILAYNI KABUPATEN TAPIN

DEIYGAIT RAIIMAT TT'HAN YAITG MAIIA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : l.

b.

BUPATI TAPII{,

batrwa dalam rangka unhrk kelancaran dan
ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa beserta
dengan perahrran pelaksana lainnya, maka
dipandang perlu unhrk menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaksud
sesuai dengan ketentuan perattrran pentndang-
undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan
Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanatr Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1965 Nomor 51, Tambalran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 275611'

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 523a1;

2.

V



4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perrrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLS Nomor 5E, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undgng-Undang Nomor 30 Tahun 2AM tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOs
tentang Pengelolaan Keuang.an Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5

tentang Pedoman Pembinaan dan Pen$awasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintatran Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
aft7l;

Perattrran Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2Ol4
tenthng Perattrran Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tatrun 2OL4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor
L23, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), s,ebagaimana telatr
diubatr dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 47

9.

10.
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Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57171;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralrtrir dengan Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Talrun 2011
tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
terrtang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2074 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lL2
Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Kepala Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhit dengan Peraturan Daereilr Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tatrun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tatrun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tatrun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
KeUangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Ta-llun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin;

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerinta-h Kabupaten
Tapin;

h
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Menetapkan TEITTANG PEDOMAN
DESA DI IPILAYAII

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini diatur Pedoman Pemilihan Kepala
Desa.

(21 Ruang Lingkup Pedoman pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. kepanitiaan;

b. hak memitih dan dipilih;

c. pendaftaran pemilih;

d. biaya pemilihan;

e. pendaftaran, penjaringan, penyaringan dan penetapan calon
Kepala Desa;

f. pemilihan Kepala Desa;

g. kampanye;

h. pemungutan suara;

i. penghitungan suara;

j. penetapan calon Kepala Desa;

k. pengesahan dan pengangkatan calon terpilih; dan

1. masa jabatan Kepala Desa.

(3) Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II
dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakal Pedoman Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Perattrran Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 05 Tahun ?OLS tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di
Wilayah Kabupaten Tapin.

MEMUTUSI(AN :

: PERATURAN BT,PATI
PEMILITIAN KIPALI\
KABUPATEI| TAPIN.
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€ulg mengetahuinya, memerintahkan pengundanga.n
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Diundangkan di Rantau
pada 05 Oktober 2OLS

KABUPATEN TAPIN,

BERITA DATRAII I(ABI'PATEIT TAPIN TAIIUN 2015 NOMOR 25

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2O15
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR | 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 05 OKTOBER 2Ol5

I(EPANITIAAN :

1. Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BpD
membentuk Panitia Desa Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Format
A Lampiran II Perahrran Bupati ini.

2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan
Keputtrsan BPD.

3. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur PerangJ<at Desa,
Pengums Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

4. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara, merangkap Anggota;

d. Anggotayangjumlahnya sebanyah 5 (lima) orang.

5. Penentuart kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa
ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

a. melalqrkan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal
calon Kepala Desa;

b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

c. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;

d. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar
sementara maupun daftar tetap pemilih;

e. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;

f. mengusulkan biaya pemilihan;

g. menetapkan Calon Kepala Desa;

h. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan
pemilihan calon Kepala Desa kepada BPD;

7. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada BPD.

8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak boleh menjadi bakal calon Kepala
Desa, apabila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka yang
bersanglmtan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.

9. Apabila di antara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan
sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya
diganti oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau
Tokoh Masyarakat yang lain berdasarkan Kepuhrsan BPD.
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Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersikap netral, adil, jujur, dan
tidak memihak.

Y1"" ke{a Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan
dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan dengan Keputusan BpD.

Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan
Format B Lampira-n II Peraturan Bupati ini.

TJ

U. IIAI( UEUILIH DAIT DIPILIH :

1. Yang dapat ditetapkan sebagai pemilih adalah Penduduk Desa Warga
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

a. terdaftar sebagai P,enduduk Desa yang bersangkutan secara sah;

b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah
mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah nikah; dan

c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hulnrm yang tetap,

2. Bukti yang bersangkutan terdaftar sebagai Penduduk Desa secara sah
adalah :

a. berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP),
dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar
Kartu K€luafga (KK).

3. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga
Negara Iirdonesia yang memeRuhi persyaratan :

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yrrrg Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dan/ atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
pendaftaran;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat paling kurang 1 (satu)
tahun sebelum pendaftaran;

10.

11.

L2.

13.
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4.

5.

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dirjatutri pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan ya:rg telah mempunyai kekuatan hukum
tetap/mengikat karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara Jujur dan terbuka kepada public bahwa
y{tg bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kej ahatan benrlang-ulang;

j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Dokter Rrskesmas setempat;

1. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama lE
(delapan belas) talrun atau tiga kali masa jabatan;

m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterang-a.n dari
Kepolisian atau Polsek setempat; dart

n. sanggup unhrk tidak mencabut pencalonannya sampai proses
pemilihan selesai.

Perhitungan batas usia bakal calon Kepala Desa ditentukan
berdasarkan Karhr Tanda Penduduk (KTP) yang satr.

Pegawai Negeri dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 (tiga), harus memiliki Surat Keterangan
Persetrrjuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang,
dengan perincian seb,agai berikut :

a. bagi Pegawai Negeri Sipil di ling-kungan Pemerintah Kabupaten
Tapin, Pegawai Negeri Sipil -vang bersangkr-rtan harus
mendapatkan persetujuan/iztn yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;

b. bagi Perangkat Desa harus mendapatkan ijin dari Camat dan yang
bersanglmtan tidak harus menggundurkan diri dafi jabatannya;

c. bagi TNI/Polri yang masih aktif tidak boleh mencalonkan sebagai
Kepala Desa.

Tenaga,honorer yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala
Desa dan kemudian menjadi calon terpilih, yang bersangkutan harus
membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari tenaga honorer.

Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimalsud angka 5 huruf b
tersebut diatas terpilih menjadi Kepala Desa maka yang bersanglortan
harrrs mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

6.

h

7.
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8. Kepala Desa yffLg belum habis masa jabatannya dan mencalonkan
kembali sebagai Kepala Desa untuk periode masa jabatan kedua atau
ketiga, maka Kepala Desa yang bersangkutan harus mengalnbil cuti
dari jabatannya sebagai Kepda Desa sejak ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa. Permohonein cuti dimaksud diarjukan kepada Camat
dan selanjutnya setelah Kepala Desa yang bersangftutan cuti, maka
Camat menunjuk Selcetaris Desa atau Perangkat Desa lainnya
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

g. Bag, Kepala Desa yarg telah dilantik 3 (tiga) kali tidak diperbolehkan
mencalonkan diri/dicalonkan sebagai bakaf calon Kepala Desa.

10. Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
paling lama 18 (delapan belas) tatrun" sebagaimana dimaksud pada
angka 3 huruf I diatas adalah masa jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2OL4 tentang Desa.

III. PEIYDAIPTARAN PEMILIH :

1. Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan
mendaftar penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai
pemilih.

2. Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ang.ka 1

selesai, Panitia Pemilihan menJrusun Daftar Pemilih Sementara untuk
masing-masing wilayah RT/RW yang ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan, sebagaimana Format C La.mpiran II Peraturan Bupati ini.

3. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2
diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan
pengumuman di kantor Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis
selama 3 (tiga) hari.

4. Warga Desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam
Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat
mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan untuk didaftar dalam
Daftar Pemilih Tambahal selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman
Daftar Pemilih Sementara berakhir, sebagaimana Format C Lampiran II
Peraturan Bupati ini,

5. Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 4
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan selama 2 (dua) hari,

6. Setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan Panitia Pemilihan
mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan Daftar Pemilih Tambahan
sebagaimana dimaksud pada angka 5.

7. Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada arrrgka 6, m,aka
Panitia Pemilihan menetapkan Dafter Pemilih Sementara dan Daftar
Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap, yang diketahui dan
disehrjui olqh Bakal Qalon Kepala Desa, sebagaimana Format D
L"ampiran II Peraturan Bupati ini.
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8. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7
diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan
pengumuman di Kantor Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis
lainnya dan tidak boleh ada daftar pemilih tambatran lagi.

rV. BIAYA PEMILIHAN :

1. Biaya pemilihan Kepala Desa bersurnber dari banhran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, Anggaran
Pendapatan dan Belartja Desa dan/atau sumber pendapatan lain yang
satr.

2. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk keperluan
administrasi (pengumuman, undangan, surat suara dan lain-lain),
pendaftaran pemilih, pembuatan kotak dan bilik suara, honorarium
kepanitiaan, biaya konsumsi rapat, dan lain-lain.

3. Besarnya Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur dan
disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tapin.

V. PENDAT"IARAIT, PEITJARINGAIY, PEIYYARINGAN DAN PENETAPAN
CAIPN KTPAI"A DESA :

1. Pelaks€rnaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringen dan Penetapan
calon Kepala Desa dilaksanakan sebagai berikut :

Panitia Pemilihan Kepala Desa seg€ra melakukan pendaftaran bakal
calon Kepala Desa;

bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada huruf ?.; Panitja Pemilihan juga melakukan
penjaringan bakal calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari;

hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada hurrf b setelah
dil,engt<api dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan
penyaiingan;

apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang
maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui skoring
penilaian berdasarkan umur, pendidikan, dan pengalaman kerja
bidang pemerintatran;

apabila terdapat skoring penilaian sarna pada nomor urut 5 (lima)
sebelum dan sesudalrnya, maka Panitia Pemilihan melakukan test
tertulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa;

berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf
d, Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh BPD
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;

b.

c.

d.

e.
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g. calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada
huruf f diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yar:g
terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

2. Rincian tahapan pelaksanaan Pendaftaran Penjaringan, Penyaringan
dan Penetapan calon Kepala Desa ssbegaimana dimaksud pada angka
1 adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa di RT dan RW serta pada tempat-tempat lain yang
dianggap strategis;

b. pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a memuat tentang ketentuan pendaftaranl
antara lain meliputi syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat
pendaftaran, EA cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya yang
dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihart
dengan menyerahkan berkas lamaran. Pendaftaran tersebut
dilakukan sendiri oleh bakal calon yang bersangkutan;

d. berkas lamaral Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada humf c dibuat rangkap 4 (empat) yarrg masing-masing terdiri
dari :

1). Surat permohonan ditr.rjukan kepada Bupati dan ditulis tangan
oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai Rp.
6.000,-, sebagaimana Format F L,ampiran II Peraturan Bupati
ini.

2.. Pas foto berwarna ukuran 4 x6cm sebanyak 4 (empat) lembar;

3). Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

4). Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir gl"h pejabat .yang
berwenang, serendah-rendahnya iiazah Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama dan/ atau seder4iat;

5). Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas setempat;

6). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian
atau Polsek setemPat;

7l;. Surat pernyataan bertalnra kepada Ttrhan Yang Matra Esa,
bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format G Lampiran II
Peraturan Bupati ini;

8). Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar
Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan kepada Negara Kesahran Republik Indonesia,
serta pemerintah, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format
H Lampiran II Peraturan Bupati ini;

k
- 11-



9). Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala
Desa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format I Lampiran
II Peraturan Bupati ini;

10). Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan
tindak pidana kejahatan dengan hulnrman paling sing[<at 5
{lima) tahun, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Fonmat J
La.mpiran II Peraturan Bupati ini;

11). Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan
keputtrsan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap, bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana Format K Lampiran
II Peraturan Bupati ini;

l2). Surat pernyataan belum atau pernah menjabat sebagai Kepala
Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali
masa jabatan, bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana Format L
Lampiran II Perahrran Bupati ini;

13). Surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonern Kepala
Desa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format M
Lampiran II Peraturan Bupati ini;

14). Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan/
keonara4 sebelum, selallra, dan sesudalr Pemilihan Kepala
Desa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format N Lampiran
II Peraturan Bupati ini;

15). Surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil;

16). Surat izrn dari Camat bagi Kepala Desa yang akan berakhir
Gtasa jabatannya dart mencalonkan diri untuk periode kedua
atau ketiga;

17). Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bas
Pimpinan/Anggota BPD, yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-
masing bermaterai Rp. 6.OOO,- yang digunakan untrrk :

17.1) rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan
persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa;

17.21 rerngkap kedua diteruskan kepada Camat untuk diproses
pemberhentiaannya oleh Bupati dengan dilampiri Berita
Acara Musyawarah BPD untuk mengusulkan pengganti
antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan
dalam Keputusan BPD tentang Pengganti Antar Waktu;

17.3) rangkap ketiga untuk arsip desa;

18). Contoh surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya
bagi pimpinan/anggota BPD, sebagaimana Format O Lampirart
II Peraturan Bupati ini;

2O). Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Desa.
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e. Pengumuma.n dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang masing-masing tahapan
jangka wal,rhr sebagai berikut :

1). Untuk Tahap I (Pertama) jangka waktunya 9 (sembilan) hari
sedangfun untuk Tahap II (Kedua) jangka waktunya 20 (dua
puluh) hari;

2). Apabila sampai dengan batas wakhr berakhirnya Tahap I sudah
terdapat minimal 2 (dua) bakal ealon Kepala Desa yang
memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan dituttrp;

3). Apabila sampai dengan batas walchr berakhirnya Tahap I barr
ada sahr bakal calon atau belum ada pendaftar maka dibuka
pendaftaran Tahap II;

4). Apabila sampai batas waktu berakhir Tahap II hanya terdapat I
(satu) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat maka
pelaksanaan pemilihan batal dan akan dilalcsana}an pada
Periode Pemilihan Kepala Desa berikutnya;

5). Penyaringan bakal calon Kepala Desa diatur dengan Tata Tertib
Panitia Desa pemilihan Kepala Desa;

6). Setiap tahap . pengumuman pendaftaran dituangkan dalam
Berita Acara Penutupan Pendaftaran, sebagaimana Format P
Lampiran II Peraturan Bupati ini;

7). Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada
yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka
Panitia Desa melapofkan kepada BPD;

8). Berdasarkan laporan Panitia Desa sebagaimana dimaksud angka
7, BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal, dan
selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran Bakal
Calon Kepala Desa;

Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang
syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan
memberitatrukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk
melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak
pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan;

Proses penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa selesai,
maka Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penelitian Berkas
Bakal Calon Kepala Desa, sebagaimana Format a Lampiran II
Peraturan Bupati ini;

Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan Berita Acara Penelitian Berkas ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana
Format R Lampitan II Peraturan Bupati ini.

ob'

h.

I

\,
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VI. PEUILIHAtr KEPALA DESA:

1. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye,
dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak
Dipilih melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

2. Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, BPD, Ketua RT dan RW.

3. Nama dan nomor unrt Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang
telah ditetapkan, dituangt<an dalam berita acara oleh Panitia
Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang
terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyaralat setempat,
sebagaimana Format S Lampiran II Peraturan Bupati ini.

VII. IIAUPAIYYE:

1. Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi dan
program yang al<an dilaksanakan apabila yang bersangkr.rtan terpilih
menjadi Kepala Desa.

2. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggtrraan
pemilihan.

3. Kampanye dilakukan di seluruh wilayah Desa.

4. Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim
kampanye.

5. fim Kampanye dibentuk oleh Calon Kepala Desa dan dilaporkan
kepada Panitia Pemilihan.

6. Penanggung jawab kampanye adalatr Calon Kepala Desa.

7. Dalan kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan menghadiri
kampanye. ,

8. Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

9. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
sebagaimana dimalcsud pada angl<a 8, adalah merupakan masa
tenang.

1O. Jadwat pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.

-14-



1 1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

pertemuan terbatas :

Pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruangan atau gedung
atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak
melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk,
dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang
bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut
dan foto calon Kepala Desa.

tatap muka dan dialog :

Tatap muka yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam
ruangan tertutrrp dengan jumlatr peserta tidal< melampaui
kapasitas tempat.

penyebaran melalui media cetak dan media elektroflik :

Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang
materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlakr:.

penyebaran bahan kampanye kepada umum :

Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada
kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum,
dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor
urut dan gambar calon Kepala Desa.

pemasangan alat peraga di tempat umum :

Pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan dalam
benhrk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan
dan/atau diizinkan oleh Pemerintatr Desa setempat, dan/atau atas
izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

12. Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa atau tim
kamparrye dilarang i

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseor€u-rg, agarna, suku, ras, golongan, calon Kepala
Desa;

c. menglrasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau
kelompok masyarakat;

menggunakan kekerasan, anc€unan kekerasan atau menganjurkan
penggunaart kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok
masyarakat;

mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban u.mum;

b.

c

d.

e.

d.
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f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon
Kepala Desa;

g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan
berjalan kaki dan /atau dengan kendaraan diJatan.

13. Dalam kampanye, calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang
melibatkan:

a. aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik
Indonesia;

b. Pegawai Negeri Sipil, pejabat stmktural dan fungsional dalam
jabatan negeri;

c. Penjabat Kepala Desa; dan/atau

d. Perangkat Desa.,

14. Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dilarang membuat
Keputusal dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu calon Kepala Desa selama kampanye,

15. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye
sebagaimana dimalsud pada angka 12 huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pelanggaran atas ketentuan lrarangan pelaksanaan kamparrye
sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf f, humf g, dan humf h
yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar
larangan walaupun belum terjadi gangguan;

b. peng-trentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran
atau di seluruh wilayatr Desa yang bersangkutan apabila te{adi
gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke
wilayatr Desa lain.

LT.Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Larangan
pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

18. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye
sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dikenai sanksi penghentian
kampanye selama masa kampanye oleh Panitia pemilihan.

19. calon Kepara Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan
dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
rnempengaii-rhi pemilih.
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20. Calon $epala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan
pelangiaran sebagaimana dimal sud-p"d" 

-"ngto" 
15, berdasarkal

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Bupali
atas usul BPD.

2l.Dana kamparrye bersumber dari :

a. Calon Kepala Desa;

b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi
sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

VIII. PEMUITGUTAIY SUARA :

1. Pemilihan Calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan,
calon yang berhak dipilih, Tim Pengawas Kecamatan dan/atau Tim
Pengawas Kabupaten.

2. Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan
menyediakan :

a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak
dipilih;

b. kartu suara yang memuat, nama dan foto calon yang berhak dipilih
yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan
distempel, sebagai tanda surat suara yarg sah, dengan ketentuan
sebagai berikut :

b. U karhr suara memuat narna dan foto Calon Kepala Desa Yang
Berhak Dipilih sesuai dengan nomor unrt yang telah
ditetapkan, sebagaimana Format T Lampiran II Peraturan
Bupati ini;

b.2) IGrtu suara terbuat dari kertas berwarna putih dengan foto
calon di cetak berwarna (bukan hitam putih).

c. sebuatr kotak suara yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut
kuncinya;

d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian
suara;

e. alat pencoblosan di dalam bilik suara;

f. papan tulis untuk menghitung suara;

3. Jumlah kartu suara yang harus disediakan sejumlah daftar pemilih
tetap ditambah cadangan lO o/o (sepuluh persen).

4. Sekurang-lmrangnya 7 (tqjuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan,
Panitia' Pemilihan mengumumkan tentang waktu dan tempai
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
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6.

5. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggil dan tempat yang
telah ditenhrkan.

Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gmtguan keamanEu:r,,
dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah desa
bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilalsanakan
sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan dapat ditunda
selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud
pada drgka 6 pemilihan belum dapat dilal<eanakan, maka BPD
melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu
paling lama 3 (tiga) bulan.

8. Untuk kelancarart pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pemungutan
suara dan penghitungan suara hanya dilaksanakan pada 1 (satu)
tempat.

9. Ketua Panitia Pemilhan beserta anggotanya bertanggung jawab
terhadap pemungutal suara pada Tempat Pemungutan Suara dan
dibantu oleh Keamanan Pemilihan yaitu Linmas, Kapolsek dan
Koramil setempat sesuai kebutuhan.

10. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan,
Panitia Pemilihan menyampaikan surat , undangan kepada Pemilih
dengan mencanhrmkan wakhr dan tempat pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa.

1 1 . Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 diberi nomor
urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap,
sebagaimana Format U L,a.mpiran II Peraturan Bupati ini.

L2.Penyarrpaian surat undangan kepada Pemilih harus dilengkapi
dengan tanda terima.

13. Pemilih yang tercanh.rm dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum
meneriEna surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan
paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan
suara.

14. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13 tidak dapat
dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat diterima oleh
Panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak
pilihnya.

15. Dalam hal Pemilih telah didaftff namun tidak tercantum dalam Daftar
Pemilih Tetap dan Pemilih tersebut dapat menunjuld<an Tanda Bukti
Pendaftaran Pernilih, setelatr dilakukan penelitian oleh Panitia
Pemilihan, Panitia Pengawas dan/atau Saksi maka yang
bersangkutan diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.

16. Surat undangan pemilih dibawa oleh Pemilih pada waktu datang ke
tempat pemilihan.

17. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan
suara, Panitia Pemffian mempersiapkan tempat Pemilihan Kepala
Desa.

7.
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18. Denah lokasi tempat pemungutan dan peng-hitungan suara Pemilihan
Kepala Desa serta rincian tugas Panitia, sebagaimana Format V
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

19. Jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.

20. Dalam bilik suara disediakan perlengkapan yang terdiri dari :

a. meja;

b. alas coblos (bantalan); dan

c. alat coblos (paku yang diikat dengan tali).

2 1. Panitia Pemilihan menyiapkan Kotak Suara yang jumlahn5,a
disesuikan dengan kebuhrhan.

22.Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Desa Yang Berhak
Dipilih dapat berada di Tempat Pemungutan Suara untuk mengikuti
seluruh proses pemungutan suara.

23. Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan hadir,
maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan sebagai
gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk
yang telah ditentukan.

24.Dalam hat salah satu Calon Kepala Desa Y*g Berhak Dipilih
berhalangan tetap eebelum dilaksanakan pemungutan suara, maka
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh Calon Kepala
Desa Yang Berhak Dipilih yang lain.

25. Dalam proses pemu.ngutan dan penghitungan sturra, setiap Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih mengirimkan I (satu) orang Saksi di
setiap Tempat Pemungutan Suara.

26. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 25 harus menyerahkan
surat mandat dari Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih kepada
Panitia Pemilihan dan selanjutnya dapat mengikuti proses
pemungutan dan penghitungan suara. Contoh surat mandat saksi
sebagaimana Format W L,ampiran II Perattrran Bupati ini.

27. Saksi tersebut berhak untuk :

a. hadir pada persiapan pembukaan Pemungutan Suara;

b. mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih
menboblos kartu suara;

c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan
pada Ketua Panitia Pemilihan terhadap kasus yang terjadi;

d. mengikuti proses penghitungan suara;

e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan
suara;

f. melaporkan adarrya kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia
Kabupaten.

(
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28. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 27 dilarang:

a. memPengamhi Pemilih atau mencoba mengintimidasi Pemilih;

b. memerintah Anggota Panitia Pemilihan;

c. menyaksikan Pemilih saat mencoblos kartu suara;

d. mengetur perlengkapan pemungutan suara;

e. mengganggu Anggota Panitia Pemilihan saat mereka sedang
melaksanakan tugasnya;

f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghihrngan
suara atau menimbulkan kekacauan di tempat pemungutan suara;

g. menggunakan atribut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.

29. Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa pada TPS dipimpin
oleh Kehra Panitia Pemilihan,

30. Acara rapat pemungutan suara adalah sebagai berikut :

a. pembukaan

b. sambutan Panitia Pemilihan;

c. penelitian alat kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan
didampingi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau
Saksi;

d. pelaksanaan pemungutan suara;

e. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;

f. penuhrp.

31. Dalam sambutan pada acara pembukaan, Panitia Pemilihan
mengumumkan tentang :

a. nomor urut dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;

b. jumlah Pemilih tetap;

c. waktu pemungutan suara;

d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;

e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan
suara.
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32. Penelitian alat kelenglapan sebage.imana dirnaksud dalam angka 30
hurlf c meliputi :

a. penelitian kotak suara dengan membuka kotak suara,
kemudian memperlihatkan kepada
ak Dipilih, Saksi dan para pemilih

kembali, mergunci dan me PnYa

dibubuhi cap atau stempel Yaflg

b. menghitung jumlah karhl suara;

c- meneliti kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitunga4
suara, serta alat tulis;

d. meneliti bilik dan alat pencoblosan kartu suara.

33. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan hanrrs:

a. membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para
pemilih dan saksi batrwa kotak suara dalam keadaan kosong eerta
menuhrpnya kembali, mengunci dan menyegel dengan
menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia
pemilihan; dan

b. mengumumkan jumlah kartu suara yang tersedia.

34. Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh
Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.

35. Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 34, telah
cocok maka Panitia Pemilihan memberikan nomor unrt kehadiran dan
memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali
kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat
yang telah disediakan.

36. Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara narna yang
tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka P.anitia
Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkr-rtan dengan KTP atau
bukti identitas diri lainnya.

37. Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 36 tidak
cocok dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan menolak dan menyita
surat undangan tersebut.

38. Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang
dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan
terdaftar dalam daftar pernilih tetap, maka yang bersangkutan dapat
memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas diri
lainnya.

39. Setelah menerima kartu suara, Pemilih meneliti kartu suara tersebut,
dan apabila kartu suara cacat atau rusak, maka Pemilih berhak
meminta karfu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu
suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
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40. Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suararrya kepada 1

(satu) orang calon yang berhak dipilih.

41. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak
dapat diwalcilkan dengan alasan apapun.

42.8a$ pemilih yang sakit atau yang tidak bisa melakukan pencoblosan
dapat dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari panitia di tempat
pemungutan suara.

43. Pemilih yang hadir diberikan selembar karhl suara oleh panitia
pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

44. Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti karh-r
suara dan apabila kartrr suara dimaksud dalam keadaan cacat atau
rusak, pemilih berhak meminta kartu suara baru setelah
menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rrrsal<.

45. Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos kartu
suara yang memuat nornor, nama dan foto calon yang berhal< dipilih.

46. Pencoblosan karhr ,,Suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan
menggtinalan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

47. Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak
menggunakan hak pilihnya.

48. Pemilih yang keliru
auara baru setelah
panitia pemilihan.

49. Setelatr karfu suara
dalam kotak suara
semula.

mencoblos kartu suara, dapat meminta kartu
menyerahkan kartu suara yang keliru kepada

dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke
yang telah disediakan dalam keadaan lipatan

5O. Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel
dengan menggunakan kertas yang dibubuhi eap atau stempel Panitia
Pemilihan.

51. Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris
Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan/atau
saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana
Format X L,ampiran II Peraturan Bupati ini.

52. Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat
penghituhgaii suara.

f,K. PEITGHITTTIGAIT SUARA :

1. Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya unttrk memberikan
su€rrarrya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon
yang berhak dipilih agar menugaekan satu orang pemilih untuk
menjadi saksi dalam penghihrngan suara sesuai dengan batas waktu
ytrtg ditenhrkan.

ry
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2. Rapat penghitungan suara sebagaimana dima-ksud pada angka 1

dengan susunan acara sebagai berikut :

a. pembukaan;

b. penghitungan suara;

c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;

d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara; dan

e. penutup.

Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan satu per satu
kartu suara dan menghitung satr tidalrrya kartu suara dengan
disaksikan oleh Saksi.

Setiap lembar karhr suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui
suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian
panitia pemilihan membaca nama calon atau nomor umt calon yang
berhak dipilih yang rnendapat suara tersebut serta mencatatnya di
papan rulis yang diternpatkan sedeililkian inpa, sehingga dapat elilihat
dengan jelas oleh saksi-saksi dan pemilih yang hadir.

Kartu suara dinyatakan sah apabila:

a. coblosan berada di dalam kotak yang memuat nomor urut, foto
dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;

b, tanda coblos tembus secara ge.ris lurus (simetris) sehingga
mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi
tidak mengenai kotak calon lain;

c. dalam I (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu)
coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan;

d. coblosan menembus kotak yang memuat nomor urut, foto dan
nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan mengenai
bagian lain dari kartrr suar'a dan tidak merusak kotak yang
memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa lainnya;

e. coblosan harus menggunakan alat pencoblos yang disediakan.

Kartu suara dianggap tidak sah, apabila :

a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;

b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel
panitia pemilihan;

c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas
pemilih;

d. memberikan sua.ra untuk lebih dari satu calon yang berhak
dipilih;

e. menentukan calon lain selain dari calon yang
telah ditentukan;

berhak dipilih yang

3.

4.

5.

6.
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f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda g-ambar yang disediakan;

g. tidak menggunakan alat pencoblos yang telatr disediakan.

7. Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan
kepada para pemilih pada saat itu juga.

8. Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada :

a. papan penghitungan suara, sebagaimana Format Y pada Y- 1 dan
Y-2,l,arnpiran Itr Perattrran Bupati ini;

b. Blanko penghitungan suara, sebagaimana Format Z pada Z-L darr
Z-2 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

9. Kartu suara dipisahkan dalam:

a. kartu suara sah; dan

b. karhr suara tidak sah;

10. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumtah
suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

11. Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari I (satu) calon, maka calon terpilih,
maka calon terpilih dari RT dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap
terbanyak.

l2.Datam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara
terbarryak yang sarna lebih dari 1 (satu) calon pada RT yang sarna,
maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan rangking scoring
penilaian pendaftaran Baka1 Calon Kgpala Desa sebagai:nana
dimaksud pada point V. PENDAFTARAN, PENJAzuNGAN,
PEI{YARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA, ANgKA 1

huruf d.

13. Setelah pemungutan suara dan penghitungan sua-ra selesai, maka
Ketua dan Sekretaris Panitia. Pemilihan bersama-sama dengan Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan/atau saksi menandatangani
Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana
Format AA Lampiran II Peraturan Bupati ini.

14. Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan/atau saksi
tidak mau menandatangani Berita Acara, maka pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tetap sah.

15. Setelah selesai pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan :

a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan
pemilihan seg€ra mengajukan laporan dan berita acara pemilihan
Kepala Desa kepada BPD; dan

b. mempertanggungiawabkan biaya pemilihan kepada BPD.
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16. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima laporan dan Berita
Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon
Kepala Desa Terpilih dengan Keputtrsan BPD sebagaimana Format BB
Lampiran II Peraturan Bupati ini dan selanjutnya mengusulkan Calon
Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disalrkan.

X. PENEtAPAN CALON KEPALA DESA:

1. Setelatr penghitungan suara selesai, panitia pemilihan men5rusun dan
membacakan berita acara pemilihan.

2. Berita. acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1

ditandatang_ani oleh panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi.

3. Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara
pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

4. Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara
pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, BPD menetapkan
calon Kepala Desa terpilih dengan kepuhrsan BPD.

5. Apabila dalam jangka wakhr 15 ( lima belas ) hari BPD belum
menetapkan calon terpilih, maka BPD dianggap telatr menyetujui cdon
dimaksud.

6. Bupati menerbitkan Keputrrsan Bupati tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepa1a Desa Terpilih paling lama 15 (tima belas) hari
terhihrng sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon
terpilih oleh BPD melalui Camat.

](I. PEITGESAIIAIY DAIT PEITGAITGKATAN CALOil TERPILIH :

1. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (tima belas)
hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan
sumpah/janji.

3. Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada angka
2 addah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujurnya-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara
serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
yang berlaku bagr desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia o.
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4. Pengucapan sumpahljanji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada angka 3 dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan
desa atau tempat lain dalam suatu upacara yang dihadiri anggota
BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.

5. Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu
karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungiawabkan, dapat
ditunda selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya
masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan
BPD, dengan ketentuan batrwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap
melaksanakan tugasnya selama masa penundaaan tersebut.

6. Dalam hal Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala Desa Terpilih
menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

7. Tata Urutan Acara pada upacara pengambilan sumpah/janji dan
pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

a. pembukaan;

b. pembacaan Keputusan Bupati;

c. pengambilan sumpahlianjijabatal oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk;

d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;

e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

f. serah terima jabatan Kepala Desa dan penyeratran Keputusan
Pemberhentian dan Pengangkatan, dengan catatan
pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi
setempat.

g. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk;

h. szimbutan Bupati;

i. pembacaan do'a; dan

j.penutup.

8. Pakaian pada saat upacara pengucaPan sumpah/janji dan pelantikan
ditenhrkan sebagai berikut:

a. Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas
Upaeara (PDU) sebagai berikut:

1). PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :

l.l).Kemeja warna putih, dasi warna hita.m polos dan jas
warna putih dengan kancing wama perak;

1.2).Celana panjang warna putih; dan

l.3).Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
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2). PDU Kepala Desa Wanita terdiri dari :

2.l).Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas
warna putih dengan kancing warna perak;

2.2).Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan

2.3). Sepatu fantovel berwarna putih.

3). PDU Kepala Desa Wanita bedilbab dan hamil menyesuaikan.

4). Model Pakaian Dinas Upacara sebagimana dimaksud pada
angka 1), 2), 3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisatrkan dari Peraturan
Bupati ini.

Isteri Kepala Desa yang dilantik memakai Seragam Resmi PKK;

Suami Kepala Desa y{Lg dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap
(PSL);

d. Pejabat Kepala Desa/Kepala Desa yang habis masa jabatannya
memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

XIT. MASIA JABATAN I(EPALA DESA :

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tatrun terhitung sejak tanggal
pelantikan dan dapat dipilih kembali sesuai aturan yang berlaku.

b.

c.
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 24TAHUN 2015
TANGGAL : 05 OKTOBER 2OLs

1 . SK BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format A);

2. Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepata Desa (Format B);

3. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (Format C);

4. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa (Format D);

5. Daftar Pemilih Tetap (Format E);

6. Surat Permohonan Kepada Bupati (Format F);

7. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Ttrhan Yang Maha Esa (Format G);

8. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Format H);

9. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa (Format I);

10. Surat Pernyataan Tidal< Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan (Format J);

11. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih (Format K);

L2. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Paling

Lama 18 (Delapan Belas) Tahun Atau 3 (Trga) KaIi Masa Jabatan (Format

Ll;

13. Surat Pernyataan Tidak Akan Mencabut Pencalona.n Kepa1a Desa

(Format M);

14. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan / Keonaran

Sebelum, Selama Dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa (Format N):

15. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pimpinan / Anggota BPD

(Format O);

16. Berita Acara Pembukaan/Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala

Desa (Format P);

17. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format Q);

18. Keputusan Peneta.pan Calon Kepala Desa (Format R);

19. Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa Yang

Berhak Difiilih (Format S);

20. Kartu Suara Dan Foto Calon Kepala DesaYang Berhak Dipilih (FormatT);
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21. Surat Undangen Kepada Pemilih (Format U);

22. Denah Lokasi Tempat Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan

Kepala Desa Serta Rincian Tugas Panitia (Format V);

23. Surat Mandat Saksi (Format W);

2+. Berita Acara Pemungutan Suara Format X);

25. Papan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Format Y);

a. Perolehan Suara I-ebih Dari Satu Calon (Format Y-1)

b. Suara Tidak Sah (FormatY=2)

26. Blanko Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Format Z);

a. Perolehan Suara Lebih Dari Satu Calon (Format Z-1)

b. Suara Tidak Sah (FormatZ-2|

27. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa (Format AA);

28. Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih (Format

BB).
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Format A

BAI'AITPEffiDESA.

I(TCAMATAN ..... I(ABI'PATEN TAPIN

KEPUTUSAIT BADAIT PERUUSYAITARATATV DESA ....................... E "
I{ICAUATAIT ..O """ """"""' I(ABI'PATEN TAPIN

ITOMOR TAIIIff 2OI....

TEITTAITG

PEUBTNTT'XAIT PANITIA PEMILIHAN KTPAI"A DESA

BADAN PERUUSYAITARATAIT DESA .............. .......,

Menimbang : a. batrwa Jabatan Kepala Desa

Mengingat

b.

1.

2,

Kecamatan
yang melaksanalcan telatr berakhir pada tanggal
perlu diisi dengan melaksanakan Pemilihan

Kepala Desa;

bahwa agar pelaksanaan dimaksud hunrf a, be{alan
dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daeratr Tingkat II Tabalong (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggffa Negara yang Bersih dan Bebas dari Konrpsi,
Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tatrun L999 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Qtl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 323a1;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a95);

3.

+.
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daeratr (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, teraklrir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tarnbatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talrun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahu4 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tatrun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
201.4 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 57171;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Teknis PeraRrran di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4
tentang Pemilihan Kepala Desa;

(

9.

6.

7.

8.

11.

12.

13.

10.
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OLs
tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah
Kabupaten Tapin;

15. Peraturan Bupati Tapin Nomor ...... Tahun ....... tentang
Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten
Tapin;

MEMUTUSI(AIII :

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
...-.. I(abupaten Tapin dengan susunan kepanitian sebageimruna
tercafltum dalam Lampiran yarig merupakan bagran tidak
terpisatrkan dari Kepuhrsan ini.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU bertugas :

a. men1nrsun jadwal wakhr, menetapkan TPS dengan
ketentuan 1 (satu) TPS, serta rencana anggaran biaya
pemilihan setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui
instansi yang membidangi pemerintahan dan selanjutnya
dimintakan persetujuan BPD;

b. men)rusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
dengan persetujuan BPD;

c. mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya
pengisian lowongari jabatan Kepala Desa disertai
persyaratan dan jangka walctu pendaftaran secara terbuka
di tempat umum yang dilaksanakan dengqn cara
menempelkan pengurnuman ditempat terbuka dan/atau
disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri
masyarakat.

d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon;

e; melaksanakan penyaringcn Bakal Calon;

f. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;

g; melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar
masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau
aduan/ keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi
Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;

h. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai
Calon yang Berhak Dipilih;

i. Membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan;

j. melaksanakan pendaftaran pemilih, penJrusunan DPS dan
setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan
sebagai DPT serta mengumumkrinnya kepada masyarakat;

k. menyelenggarakan karnpanye yang diikuti Calon yang
Berhak Dipilih;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

l. menyelenggerakan Pemungutan Suara;

m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan pemilihan;

n. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang
berhubungan dengan proses pemilihan Kepala Desa;

o. membuat Berita Acara Penetapan calon Terpilih, Berita
Acara Perhihrngan Suara, dan Berita Acara pemungutan
Suara; dan

p. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada
BPD.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangliil.lt
pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan batas kewenangannya
dan ketentuan perahrran perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bela4ia Daeratr
Kabupaten Tapin Talrun Anggaran 2O... dan APBDesa Tahun
Anggaran 20...

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggat

I(ETUA,

Cap dan ttd

(Ifana lengkap tanpa gel,ar dan paag&at)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Tapin di Rantau;
Camat ......;
Pemerintahan Desa ..........;
yang bersangkutan.

2.
3.
4.
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I,AMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......
NOMOR :

TANGGAL :

SUSUIYAIT I(EPANITIAN PEMILIIIAN XTPALII DTSI,A ......
KTCA}IATAIT .............., KABT'PATEH TAPIN

I(ErUA,

Cap dan ttd

(Nama lenglap taapa gelar daa pangkat)

q
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Format B

TATA ITASI(AH DINAS
PAITITIA PEIIflLIIIAIY IrTPALA DESIA

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagran atas
tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.

2. Isi tulisan dan ukuran :

a. T\rlisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :

" PANITIA PEMILIIIAN I(EPAL/I DESA " dengan ukuran huruf 12.

b. Tulisan pada baris kedua dengan hurtrf kapital tebal :

" DESA ..................... I(ECAIUATAIT ..............,.......' dengan ukuran
huruf 14.

c. T\:lisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal : " I(ABUPATEN
TAPII{ " dengan ukuran hunrf 14.

d. T\rlisan pada baris keempat dengan huruf kecil :

" Sekretariat: ...... {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp,....Kode
Pos......" dengan ukuran 11.

Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :

" Sekretariat " di beri garis tebal tipis.

3, Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala
Desa ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
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4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala
penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN
I(ABUPATEN TAPIN

Sekretariat: Jl.

Nomor

Sifat
Lampiran

Perihal

Kepada
Yth..........

di

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....
TAN ...... KABUPATEN TAPIN

-.A- I FllSrAlJEiUl J-
),( # l.(

.?",Y*i
3oo^r=**{
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II. Stempel Panitia Perntllhan :
a. stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbenhrk LINGIGRAN.
b. Bentuk stempel Panitia pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

1,8 cm

Contoh stempel unhrk PANITIA DESA dengan skala 4 : l.

Sampul Surat :

a. sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk
panjang dan menggunakan kertas benvarna putih.

b. T\rlisan terletak di bagian atas tengah sampul surat
sebagai berikut :

- Baris pertama ' * PANITIA PEMILIHAN KEPALA"

dengan isi

empat persegi

tulisan

- Baris kedua
- Baris ketiga

: . DESA KECAMATAN

: " I(ABUPATEN TAPIN"

c.

d.

- Baris keempat : " SEKREIARIAT: .........,......,....,.,,...,.,..,....,.. o

Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju
menggunakan garis tebal tipis.
petiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada
bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan dlparaf Ketua atau
Sekretaris Panitia.
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Format C

PANITIA PEMILIHAN KEPAIS DESA
DESA -. KECAMATAN

KABUPATEN TAPIN
Sekretariat:

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA I"""rr...!.r.rr.

KECAMATAN ...,.... KABUPATEN TAPIN

Desa : ........,............... Kabupaten :TAPIN
Propinsi : I(ALIMANTAN

Kecamatan : ,,,.,,,,.,,,,......,..... SELATAN

Halaman : ... 00

20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan .... .. KabuPatenTaPin

1. Ketua :

-39- (

NO.
PEMILIH

NAiIA TEiIPAT DAN
TGL LAHIR STATUS L'P ALA[IAT

RT RW

1 Arman S. Margasari, 17-02-1966 K L 01 I

2 Erwin Syah Po.1 1-12-1958 K L 01 I

3. Fitriani Po.02-03-1971 K P 01 I

4. Harianto Po.224*1985 B L 01 I

5. l-asimin Po.28-11-1 950 D t 01 I

6 Dst..



Format D
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ... KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat:

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPAU DESA

KECAMATAN ........ KABUPATEN TAPIN

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :TAPIN
Propinsi ; I(ALIMANTAN
SELATAN

Halaman : ... 00

NO.
PEM!LIH

NAMA
TEiIPAT DAN

TGL LAHIR
STATUS L'P ALAMAT

RT RW

1 Arman S. Margasarl, 17-02-1966 K L o1 I

2. Erwin Syah Po.1 1-12-1 958 K L 01

3 Fitriani Po.02J3=1971 K P 01 I

4. Harianto Po.22-05-1985 B L 01

5. Lasimin Po.28-11-1950 E L 01

6. Dst..

20

1. Ketua :

2. Sekretaris :

()

q
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Format E
PANITIA PEMILIHAN KEPAIA DESA

DESA ., - KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat:

Desa :

Kecamatan :

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPAI.A DESA

KECAMATAN ........ KABUPATEN TAPIN

Kabupaten :TAPIN
Propinsi : I(ALIMANTAN
SELATAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan .. . .. Kabupaten TaPin

1. Ketua :

2. Sekretaris :

Halaman : .,, 00
NO.

PEIUILIH
NATA TEilIPAT DAN

TGL LAHIR STATUS LIP ALAMAT
RT RW

1. Arman S. Margasari, 17-02-1966 K L 01 I

2. Enrin Syah Po, 1 1 -1 2-1 958 K L 01 I

3 Fitilani Po. 02{3-1971 K P 01 I

4. Harianto Po.22{5-1985 B L 01 I

5. l-asimin Po.28-11-1950 D L 01 I

6. Dst..



Format F

Kepada

Yth. Bapak BupatiTapin
di

Rantau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :

2. Tempat/tgl lahir/umur: ..... ,..../.,....... l........tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterlma sebagai bakal calon

Kepala Desa . Kecamatan ..,............... Kabupaten Tapin.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

2) Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

3) Foto copy ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang benrvenang,

serendahrendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan latau sederajat;

4) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;

5) Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah/Puskesmas setempat;

6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek setempat;

7) Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

8) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik

lndonesia, serta pemerintah;

9) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

10) Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena meiakukan tindak pidana kejahatan

dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

11) Surat pernyataan tidak dicabut hak piiihnya sesuai dengan keputusan pengadiian

yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12) Surat pernyataan beium pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18

(delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan;

13) Surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan

selesai ;
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14) Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama, dan

sesudah Pemiiihan Kepala Desa ;

15) Surat rjin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku ( bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional

lndonesia, Anggota Kepolisian Republik lndonesia yang akan mencalonkan dii
sebagai Kepala Desa )*;

16) Surat ijin dari Camat ( bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan

mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk peiode kedua )*;

17) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali

( bagi Pimpinan / Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa )*;

18) Surat ijin dari Camat ( bagi Penngkaf Desa yang akan mencalonkan dirt sebagai

Kepala Desa )*.

masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya

sampaikan terima kasih.

20

Pemohon
Materai

Rp.6.0@,-

)

Keterangan :

*) menyesuaikan. .
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Format G

SURAT PERNYATAAN

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :

2. Tempat/tgl lahir/ umur: ..... I ............., l........tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertal<wa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon

Kepala Desa ..... Kecamatan.........., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya

sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20

Materai

Rp.6.00O,-

Yang menyatakan

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.



SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG.UNDANG

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini .

1. Nama lengkap

3. Jenis Kelamin

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon /calon Kepala Desa setia

kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah'

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon

Kepala Desa ..... Kecamatan.........., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya

sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Laki-laki / Perempuan*)

20
I
I
I

I Maerai
I np.o.ooo
t-
t'
I

I
I
t---------

(

Yang menyatakan

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan,

I

{
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Format I

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :

2. Tempat/tgl lahir/ umur: ...... ...... I l........tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan")

4. Agama

5. Pekeriaan

6. Alamat tempat tingga! :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa

. Kecamatan..... ...... masa jabatan

Demikian pernyataan inisaya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran

calon Kepala Desa ..... Kecamatan.........,, dan apabila ternyata pernyataan initidak

benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

20

ang menyatakan

Keterangan:
*) Coret yang tidak diperlukan.
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Format J

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM

KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1, Nama lengkap :

2. Tempat / tgl lahir / umur : ..... I ..............

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon
Kepala Desa ..... Kecamatan.........., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya
sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2A

Materai

Rp.6.0@,-

Yang menyatakan

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.
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Format K

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....,..........

2. Tempat/tgl lahir lumur: ............ I .............. l........tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya benar benar tidak sedang dicabut hak pilih

berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon

Kepala Desa ..... Kecamatan.........., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya

sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

,..r... .20.....

i-----------i Yang menyatakanal
tl

I Materai ii Ro.o.ooo.- I1.,|
rl
tl
ll
tl
l-----r----.J \\...... ----..--- I

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.
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Format L

SURAT PERNYATAAN

BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING LAMA

DELAPAN BELAS TAHUN ATAU TIGA KAL! MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :

2. Tempat / tgl lahir / umur : ..... / .............. l........tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa

Kecamatan ..... belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan

belas) tahun atau tiga kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon

Kepala Desa ..... Kecamatan.........., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya

sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

20

i 
- -l 

YangmenYatakan
tl
i Materai I
,t

i Rp.6.ct00,- ;
tt
tl
tl
tl
i------(---J. ',"..." )

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

q
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Format M

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENCABUT

PENGALONAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :

2. Tempat/tgl lahir/ umur: ..... ........ I / tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-iaki/ Perempuan*)

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mencabut pencalonan saya

sebagai calon Kepala Desa Kecamatan .. sampai dengan

proses pemilihan Kepah Desa selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran

calon Kepala Desa ..... Kecamatan.....,...., dan apabila ternyata pernyataan initidak

benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

20

i----------i Yahgmenyatakan

Materai
Rp.6.000,-

Keterangan :

") Coret yang tidak diperiukan.
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Format N

SURAT PERNYATAAN

BERSED|A TIDAK ITIiEMBUAT ](ER|BUTAN / KEONARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :

2. Tempat / tgl lahir / umur :... ... . ...... I

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)

/ tahun;

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan I
keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan

ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Desa di

Desa ....., Kecamatan ........

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran

calon Kepala Desa ..... Kecamatan.........., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak

benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

20

Materai
Rp.6.0@,-

Yang menyatakan

4-i

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperiukan.
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Format O

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

SEBAGAI PIMPINAN I ANGGOTA BFD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap

2. Tempat dan tanggal

lahir / umur I tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan

menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Pimpinan I Anggota BPD **) ...

Kecamatan......

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat

keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh

instansi/pejabat yang benruenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon

Kepala Desa ..... Kecamatan.........., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya

sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2A

i Yang menyatakan
Materai I

Rp.6.0@,- ;

i

I
_t

Keterangan :

1. ") Coret yang tidak diperlukan.

2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Kepala Desa yang berkedudukan sebagai

Pimpinan / Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(
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Format P

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....... KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat:

BERITA ACARA
PEMBUKAAN/PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA ...!...,...r........., KECAMATAN ..,...,,........r....r.

KABUPATEN TAPIN

Pada hari ini tanggal .. tahun. t

bertempat di ............ ......, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Desa ....., Kecamatan .,..., Kabupaten Tapin telah mengadakan Rapat

Pembukaan/Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala

Desa. ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tapin, sesuai ketentuan dalam

Peraturan BupatiTapin Nomor......Tahun 2015 tentang dengan hasil

sebagai berikut:

1. Dengan membuka/telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang

dilaksanakan mulaitanggal s/d .......... maka Pendaftaran

Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan dibuka/ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah

mendaftarkan diri yaitu : (apabila diperlukan)

a. Sdr. .. umur tahun, pendidikan....."'..-'...'.

pekerjaan .. alamat

b. Sdr. ... umur tahuh, pendidikan '.......".'....'
pekerjaan ....alamat

c. Sdr. umur tahun, Pendidikan
pekerjaan .. alamat

d. Dan Seterusnya...... pendidikan.'.."'."....'..

3. Dengan telah adanya Baka! Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu

dibuka Pengumuman Pendaftaren tahap selanjutnta. (apabila diperlukan)

Demikian Berita Acara Pembukaan/Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan

sebenarnya daR dipeigunakan sebagaimaRa mestinya.

20

Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
Kecamatan.,...

Kabupaten Tapin

Ketua : ()()-v
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Format Q

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ....... KECAMATAN

KABUPATEN TAPIN
Sekretariat:

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

KECAMATAN .......

Pada hari ini ..... tanggal .... ...... tahun bertempatdi ..................,
kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa .....r, Kecamatan ..r...rr.r..!,
Kabupaten Tapin telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan
Kepala Desa. ......, Kecamatan ......, Kabupaten Tapin, sesuai
ketentuan Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2015 tentang
dengan hasil sebagai berikut:

1. Baka! Calon Kepala Desa sejumlah . ( ............ ) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon

Kepala Desa sejumlah ( . .. . ) orang, yaitu :

a. Sdr. ....... .. umur tahun, pendidikan .................
pekerjaan .. alamat

b. Sdr. . .. umur tiahun, Pendidikan
pekerjaan ..alamat

c. Sdr. . umur tahun, pendidikan

pekerjaan .. alamat

d. Dan Seterusnya. pendidikan.................

3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi
Calon Kepala Desa sejumlah ( ...... ) orang, yaitu :

a. Sdr. ....... .. umur tahun, pendidikan.................

pekeriaan alamat

b. Sdr. . ... umur tahun, pendidikan .................
pekerjaan ....alamat

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah ............. ( .. ....... ) orang,
yaitu :

a. Sdr. ....,.- . umur tahun, pendidikan -................
pekerjaan .. alamat

b. Sdr. . ... umur tahun, pendidikan .................
pekerjaan ....alamat
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Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..,...

Kabupaten Tapin

Ketua :.... .(. .......)

Sekretaris :.... ..(. .......)

20
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Format R

PANITIA PEiIILIHAN KEPALA DESA
DESA ....... KECAMATAN

KABUPATEN TAPIN

Sekretariat:

I(EPUTUSAIT PAI!ilTIA PEMILIIIAIT I{EPAL/I DESA
KEEAMA:TAN .................. t.. IIAEUPATEN TAPIN

NOMOR 3 ............................

TENTANG

PENETAPAIT CAI.Oil KEPALII DESA
PEUILIIIAN KEPAI"A DESA ..... t. t...... .......

KIqCAilATAN ............. I(ABI'PATEN TAPII{

PANITIA PEMILITIAN KEPALA DESA ......... O " " "'
Menimbang : a. bahwa sesuai

Calon Kepala

Mengingat : 1.

Berita Acara Penelitian Berkas Bakal
Pemilihan Kepala Desa

dengan
Desa,

Kecamatan Kabupaten Tapin, tanggal
telah

Calon
maka Bakal Calon Kepala Desa yang

memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai
Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tapin
Nomor Tahun 2015 tentang
dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala

maka
Desa

2.

Pemiliha:n Kepala Desa
Kecamatan
Keputusan

Kabupaten Tapin dengan
Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756l,;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggua
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran
Repubtik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2OL4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.

(
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4
Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 201s tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2074 Nomor 123, Tambahan Lemb-aran Negara Republik
Indonesia Nbmor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2QL4
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57771;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4
tentang Pernilihan Kepala Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OLs
tCntarig Pemilihah Kepala DeSa Sefentak di Wilayafi Kabupaten
Tapin;

Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAIT :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala
Desa ......i. Kecamatan ..i.i..i j;.i.;;.i, Kabupaten Tapin, dengan nErma
sebagai berikut :

a. Sdr. . ... umur tahun, pendikan

Pekerjaan Atamat

b. Sdr. ... .. umur . tahun, pendikan

Pekerjaan .. Alamat

c. Sdr. . ... umrJr tahun, pendikan

Pekerjaan .. Alamat

d. Sdr. .. ... umur tahun, pendikan

Pekerjaan .. Alamat

e. dan seterusnya

5.

6.

4.

5.

6.

7.

8.
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPAI"A DESA ...
KECAMATAN ..........
KABUPATEN TAPIN
KETUA,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin sebagai laporan;
2. Camat .. ......... .;
3. Ketua BPD Desa ....... .. Kecamatan
4. Yang bersangkutan.
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Format S

PANITIA PEilIILIHAN KEPALA DESA

DESA ....... KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat:

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN ........

Pada hari ini ..,.. tanggal
tahun. bertempat di

, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa
Keeamatan .... Kabupaten Tapin telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepala Desa ......, Kecamatan

....., Kabupaten Tapin sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tapin Nomor .... Tahun 2015

tentang

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa

Yang Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasilsebagai berikut :

Pekerjaan !.!!i!!....,...r,...... alamat , dengan nomor urut.

2. Sdr. ....... umur tahun, pendidikan .....................
Pekerjaan ... alamat , dengan nomor urut ...........

3. Sdr. ....... umur tahun, pendidikan.....................
Pekerjaan ... alamat , dengan nomor urut ...........

4. Sdr. ....... umur tahun, pendidikan .....................
Pekerjaan ... alamat , dengan nomor urut ...........

5. Dan seterusnya

Demikian Bei'ita Aeai'a ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

20

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan................... Kabupaten Tapin

Sekretaris Ketua

t'l
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I(AITTU SUAIIA
PEMILIHAII KTPAI,A DTSA

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal
1. Halama:r dalam berisi :

Setengah halaman bagian atas untuk
tulisan
Setengah halaman untuk bagian
bawah

7z (setengah) folio :

KARTU SUARA
Nomor, Foto dan Nama
ealon

Format T

: I(ARTU SUARA

: PANITIA PEMILIHAN

2. Halaman luar berisi :

Seper tiga dari setengah halaman bagran atas kiri untuk
tulisan
Seper tiga dari setengali hahman bagian atas tengah
untuk tulisan

KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA

DESA

DESA
KEGAMATAN

PANITIA PEMILIHAN

KEPAIA DESA
DESA

KECAMATAN .,......J.
I

KABUPATEN TAPIN

KETUA

Stempet (ditandatangani )

KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .. KECAMATAN
KABUPATEN TAPIN

Foto
Calon I

Nama Calon

Foto
Calon 2

Nama Galon

Foto
Calon 3

Nama Calon

Foto
Calon 4

Nama Calon

Foto
Galon 5

Nama Galon



KARTU SUARA
PEMILIIIAIT KEPAL/T DTSA

Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 3 (tiga) orang Calon
Karhr suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal % (setengah) folio
1. Halaman dalam berisi :

- 1 (satu) kotak untuk Nomor, Foto dan Nama Calon
- I (satu) kotak untuk Nomor tanpa foto dan n€rma

KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN t......

KABUPATEN TAPIN

Foto
Calon I

Nama Galon

Foto
Galon 2

Nama ealon

Foto
Calon 3

Nama Galon

2. Halaman luar berisi :

Seper tiga dari setengah halaman bagran atas kiri untuk
tulisan
Seper tiga dari setengah hataman bagian atas tengah
untuk tulisan

: KARTU SUARA

: PANITIA PEMILIHAN

KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA

DESA
DESA

KECAMATAN,.,,.,,,,rrrr.rr,!

PANITIA PEMILIHAN

KEPAI-A DESA
DESA ...... KECAMATAN

IGBUPATEN TAPIN t
I
I

KETUA I

I

i

Stempel (ditandatangani ) I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Format U

SIIRAT T'ITDAIYGAIT

PEilILIHAIT KTPALA DESA

Undangan untuk menggunakan Hak Pilihnya bagi Pemilih menggunakan kertas
dengan ukuran 7z (setengah) folio.
Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAIIATAN .......

KNBUPATEN TAPIN
Sakrefarial'

Nomor : K;'0"0"
sirat : Pentins LT'..1i1:.

No. urut dalam DPT
Lampiran : -
Perihal : UITEIAI\IGf,N di

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada
Pemilihan Kepala Desa - Kecamatan ....... .. besok
pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu : ................ s/d.............. WiB
Tempat :

Catatan : undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN

Ketua

esngngdi€ini

Nama :,,,,,,,,,,,,,,,.,.....,...,,...,.,,..,.,

No. DPT : ........,..........
Alamat :

-;;;;;;

TffiTDA TERIMA UntukP-etugas

yang menenma
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Format V

DENAII II)KASI PEUT'IYGUTAN SUARA
DAN RIITCUil TUGAS PAITITIA PEUILIHAN

I. DENAII I,OKASI PEMUITGUTAIT SUARA

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA

MejalMeialMeia

Keteranoan :+

1. Meja 1:Ketua Panitia
2. Meja 2:Wakil Ketua
3. Meja 3:Sekretaris

Mela 4 : Anggota ( petugas pencocok undangan / panggilan )

Nomor 5 : Anggota ( Petugas pengatur tempat tunggu pemilih )
Anggota ( mengatur pemilih yang akan menggunakan hak

NomorG : pilihnya)
Nomor 7 : Anggota ( Petugas di Kotak suara )
Nomor I : Petugas keamanan pintu masuk
Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

4.
5.

6.
7.

8

9.

k

BILlK
SUARA

BILIK
SUARA

BILIK
SUARA
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U. RINCIAIT TUGAS PAIYITIA PAI)A ACARA PEMI'NGUTAN SUARA

Langkah 1: Petugas Keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian
pemilih yang akan mencocokan surat undangan dan
memasuki Tempat Pemungutan Suara.

Langkah 2: Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan
menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan
mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok
memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut
kehadiral dan menyerahkan kembali, selanjutnya
mempersilahkan duduk ditempat yang telatr disediakan.

Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang
telah disediakan untrrk menunggu I alrrtri menggunakan hak
pilih.

Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejarrya, meminta
dan meneliti undangan serta memberikan tanda,
memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan KarEu
suara.

Langkah 5: Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu
lembar Karhr suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.

Langkah 6: Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang
kosong untuk menggunakan hak pilihnya.

Anggota Nomor 6 harus memastikan bahwa Tidak ada
seorangpun berada di bifik kecuali seorang pemilih yang
akan menggunakan hak pilihnya dan dapat membantu
pernilih yang cacat apabila diminta.

Langkah 7 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu suara yang telah
dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dart tanda
taiigaii Ketua P-anitia dapat teilihet seita peinilih
memasuld<an karfu suara kedalam suara.

Langkah 8: Petugas Keamanan Nomor 8 mengawasi dan mengarahkan
pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area
Pemungutan suara.

[.-il-



DENATI I,OKASI PENGHITT'ITGA.IT SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENATI IOI(ASI PENGHITI'NGAN SUARA

Keteranoan :

-

1. Meja 1:Ketua Panitia
2. Meja 2:Wakil Ketua
3. Meja 3:Sekretaris
4. Meja4 : Anggota
5. Nomor S:Anggota ( membantu anggota nomor 6 )
6. Nomor 6:Anggota ( mencatat perolehan penghitungan suara )

Anggota ( membantu anggota nomor
7. NomorT : 6)
8 Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor I : Petugas keamanan pintu keluar

mili

-55-

Brr-rx
SUARA

BILIK
SUARA

BILIK

SUARA

h



II. RTNCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu

kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu

anggota nomor 2 , disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak

dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.

Langkah 2 : Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilah kartu suara sah untuk

masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara

dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh

Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah

dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh

anggota nomor 5.

Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung

oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.
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Format W

SURAT MANDAT SAKS!

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :

2. Tempat/tgl lahir/ umur: . ... L......... l........tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal :

adalah sebagai Calon Kepala Desa .. Kecamatan . Kabupaten

Tapin dengan Nomor Urut ...........

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

1. Nama lengkap :

2. Tempat/tgl lahir/ umur: . ,... L........ l........tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan")

4. Agama

5. Pekerjaan

6. Alamat tempat tinggal :

untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa

Kecamatan ..... ... pada tanggal...

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benamya dan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Mandat Yang Memberi Mandat
i----------'i
i

i Materai

i np.o.ooo,-

20

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.
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Format X

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN ....... KABUPATEN TAPIN

Sekretariat:

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA

DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun. bertempat di
,, i Keeamatan .... !..i.i.i., Kabupaten Tapin telah dilaksanakan Pemungutan

Suara Pemilihan Kepala Desa ......, Kecamata Kabupaten
Tapin.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa
menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan

dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan latau Saksi.
Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang
tserhak Dipilih dan / atau SakSi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa , Kecamatan
Kabupaten Tapin yang dilaksanakan mulai dari jam .......... s/d jam . telah

berjalan dengan aman tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : ............... pemilih.
4. Jumlah Kartu suara : ............... lembar.
5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : ............... lembar.

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih

6. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak
7. Jumlah Kartu suara yang salah coblos

: .....,......... pemilih.
: ............... pemilih.

: ..,............ lembar.
: ............... lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

,. PanitiaPemilihan Kepala Desa
Kecamatan.,. .KabupatenTapin

1. Ketua )

)

lr
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Untuk penghitungan suara di papan menggun akan kertas manila dengan
contoh sebagai berikut :

Format Y

PAPAIT PEITGTIITUNGAN SUARA
PEUILIHAN KEPALIT DESA

I. PEROLE}IAN SUARA LEBIFI DARI SATU CALON :

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

+

Format Y-l
No. ...... Nama

Baris PEROLEHAN SUARA SAH JU[,ILAH

1.

Iltt- ltI['-

10

2.

3.

4
5

b

7

8.

L
10.

11.

12.

13

14.

15.

dst

JUi'ILAH 50

-69-



III. SUARA TIDAK SAH :

I

JUMLAH
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Format Z

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. PEROLEHAN SUARA LEBIH DARI SATU CALON :

Format Z-1
HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEi'ILIHAN KEPALA DESA ........,..

KECATATAN KABUPATEN TAPII{

No. Nama:....

Baris PEROLEHAN SUARA SAH JUMTAH

1

3

4
dst.

rrUlUl .A11

Jumlah disesuaikan denoan iumlah Calon Keoala Desa Yano Br rhak Dioilih

II. SUARA TIDAK SAH :

Format Z-2

HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMTLTHAN KEPALA DESA 
:..........

KECAMATAN .................. KABUPATEN TAPIN

Baris SUARA TIDAK SAH JUMLAH

1

2

dst.

JU ItA H
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Format AA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KEGAMATAN....... ..;....;... KABUPATEN TAPTN

Sekretariat :

BERITA ACARA

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA...

KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun. bertempat di

Kecamatan ..!.........., Kabupaten Tapin Kami Panitia Pemilihan

Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Tapin, telah

melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan dimulai dari jam WITA s/d

jam........... WITA.

Dari jumlah ............. pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir

dalam pemilihan ini pemilih dan .. pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan..............

dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan latau Saksi, telah

mengadakan penelitian terhadap :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : ............... pemilih.

2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih : ........,...... pemilih.

3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih : ............... pemilih.

4. Jumlah Kartu suara : ........,...... lembar.

5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih : ............... lembar.

6. Jumlah Kartu suara yang masuk

7. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak

8. Jumlah Kartu suara yang salah coblos

L Jumlah Suara yang dinyatakan sah

10. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah

: ............... lembar.

: ............... Iembar.

: ............... lembar.

: ............... suara.

: ............... suara.

Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan

disaksikan oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, para Saksi dan warga masyarakat

ditempat Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing-masing Calon memperoleh :

(. .. . ... .... ...
1. Sdr. , memperoleh ) suara.

(.. ....... ..... ...
2. Sdr. , memperoleh ......... ) suara.

(. .... .

3. Sdr. , memperoleh ) suara.
( ,.........,.,......

4. Sdr. , me

Ju
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Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Nomor urut ( .......... ), sdr....... .... telah memperoleh suara terbanyak

yaitu . . ( . ) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk

diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kecamatan

Kabupaten Tapin untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Dengan telahselesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Kecamatan ..,,........,..,.... Kabupaten Tapin.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

20
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Format BB

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
KEGAMATAN ....... KABUPATEN TAPIN

Sekretariat:

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAiIATAN ....... KABUPATEN TAPIN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA..
KECAMATAN ...,,. KABUPATEN TAPIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..I" """""'I "',

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan
Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala
Desa.. ...... Kecamatart ., Bakal Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara
terbanyak adalah Bakal Calon Kepala Desa dengan
nomor urut ....... atas nama saudara

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan mendasar pada ketentuan
Peraturan Bupati Tapin Nomor .'.... Tahun tentang

maka dipandang perlu untuk menetapkan

Mengingat : 1.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan KabuPaten
Tapin.

Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingiat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756l.;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor - t2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturar: Perundang-undangan (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomot 5234);

Desa
Nomor
Nomor

2.

3.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4
7, Tambahan Lembar€ur Negara Republik Indonesia
Sae5);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara,Republik Indonesia Nomor 5601);

Perattrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran Negara Republik
IncloriiSia Taliun 2005 Nomor 140, Tambafian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambaharr Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Unrsan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
KabuDaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengal Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2Ol5 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol5 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57t7l.;

Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 111 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2074
tentang Pemilihan Kepala Desa;

Perattrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah
Kabupaten Tapin;

Bupati Tapin Nomor ...... Tahun ....... tentang
Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13.

14.

15. Perattrran
Pedoman
Tapin;
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Menetapkan :

KESATU :

MEUUTUSKAITT :

Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih
Desa .., Kecamatan
sebagai berikut :

Pemilihan Kepala
Kabupaten Tapin,

Nomor Urut
Nama

Tempat/Tanggal
Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan

Agama

AIamat

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Cap dan ttd

(Nana let gkap tanpa gelar daa panglcat)

Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Bupati Tapin sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintalran Desa I(abupaten Tapin di Rantau;
3. Camat
4. Pemerintah;'il."
s. Panitia pemilihan i.pJ; D;;;'..:......;
6. yang bersangkutan.
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 05 OKTOBER 2015

UODEL PAI(AIAN DINAS UPACARA

TOPI UPACARA.

a. Bahan dasar kain warna hitam.
b. Lambang Negara (Garuda).
c. Pita perak.
d.List warna hitam
e.Pet warna hitam

U. TANDA PAIYGKAT I'PACARA

UI. TAITDA JABATAIT KEPALII DESA

BENTUK BUI.AT

Bahan dasar logam warna perak

->Bahan 

dasar kain wama biru tua

---------f Bahan dasar logam wama perak

Lingkaran dalam (ari-jari) :2 cnt

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna
kuning emas.
Bahan dasar Garuda logam wama perak.
Bahan dasar lingkaran dahm bgam
wama perak. Lingkaran luar dari titik
tengah : 3,5 cm

Keterangan :



IV. LENCAITA KORPRI.

V. PAPAN NAMA.

RAFFI AHMAD 2CM

8CM

VI. LIIMBAITG DAERAII

VII. IKAT PIITI(N}AITG.
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IX. PAKAIAN DIIiIAS T'PACARA I(EPALII DESA DEIYGAN ATRIBUT DAN
I(ELENGKAPAIVIIYA I'ITTTII( PRIA

Keterangan :

c

d

e

f
I

h

i

j

a.
b.
c.
d.
e.
f.

n,
o.
p.
q.
r.

g.
h.
i.

j.
k.
l.

m.

Garuda Wama Perak
Topi Warna Hitam
Tanda Pangkat Upacara
Dasi
Papan Nama
Saku Atas Tertutup
Tanda Jabatan
Jas Warna Putih
Kancing Garuda Perak
Saku Bawah Tertutup
Celana Panjang Putih
Sepatu Putih
Kemeja Putih
tencana Korpri
Tanda Jasa
Belahan Jahitan.
Belahan Jas Belakang
Lambang Daerah Kabupaten Tapin (di lengan kanan).
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PAKAIAT{ DIITAS UPACARA KEPALA DESA DENGAIT ATRIBUT DAN
I@LEITGKAPANIYYA T'NTTII( WANITA.

Keterangan :

a. Garuda Warna Perak
b. TopiWarna Hitam

Tanda Pangkat Upacara
Dasi
Papan Nama
Tanda Jabatan

g. Kancing Garuda Perak
h. Saku Depan Tertutup
i. Flui Satu Rempel
j Rok
k. Sepatu Putih
l. Kemeja Putih
m. Lencana Korpri
n. Tanda Jasa
o. Saku Atas Tertutup
p. Jas Warna Putih.
q. Lambang Daerah Kabupaten Tapin (di lengan kanan).

I

m
n

o

G.

d,
e.
f.
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PAI(AIAN DINAS I'PACARA KTPAL/\ DESA DEITGAIT ATRIBUT
I(ELEITGI(APAJTIYYA I'IYTTIK WAIYITA HA}IIL.

(J

f

(t

Keterangan :

a. Garuda Wama Perak
b. TopiWama Hitam
c. Tanda Pangkat Upacara
d. Dasi
e. Papan Nama
f. Tanda Jabatan

/,,,.;,'

g.
h.
i.
j
k.
l.

Kancing Garuda Perak
Rok
Sepatu Putih
Lencana Korpri
Tanda Jasa
Lambang Daerah Kabupaten Tapin
(dilengan kanan).
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